
WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALTMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGK.i\ RAYA 

NOMOR ·,1 TAHUN 202 1 

TENTANG 

SISTEM MON!TORlNG, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN 
PA,JAK DAERAH SECARA ONLINE 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a . bahwa dalam rangka optimalisasi penenmaan Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, 

scrta dcngan mcmperhatikan perkembangan teknologi 

inforrnasi saat ini, maka diperlukan suatu sistem 

inforrnasi secara online yang mampu memonitor dengan 

cara merekam data transaksi yang menjadi dasar 
pengenaan pajak daerah; 

b. bahwa dalam rangka monitoring pelaporan Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir oleh 

Pemerintah Kota Palangka J:<aya dan mcmberikan 

kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan 

pelaporan serta pembayaran Pi:\iak secara self 

assessment, maka perlu ada sistem online dalam 

pembayaran Pajak Daerah; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan 

Peraturan Walikota tcntang Sistem Monitoring, 

Pclaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Tndonesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 

Pembentukan Pcraturan 

(Lembaran Negara Republik 

Perundang-Undangan 

Indonesia Tahun 201 l 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubill< 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang NomOI· 15 Tahun 2019 tenta ng 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Repu b lik Indonesia Tahu n 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah 

diubah heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

scbagaimana telah di u ba h dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 20 18 

Nomor 157]; 

6. Peraturan Daerah Kot.a Palangka Raya Nomor 6 Tahun 

201 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 
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7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahu11 

2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lcmba.ran 

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16); 

8 . Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tah\.ln 

2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PJ£RATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM MONITORING, 

PELAPORAN DAN PEMBAY ARAN PAJAK DAERAH SECARA 

ONLTNE. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud denga.n: 
1. Da.erah a.da.lah Kota Palangka Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelengga.ra Pemerintahan Daerah ya ng memimpin 
pelal.;:sanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan da.erah otonom. 
3. Walikota adalah Walikota.Palangka Raya. 
4 . Bada11 Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya. 

5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Pemerinta.11 Kota Palangka Raya. 

6 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-U11dangan . 

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang tcrutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan perar.uran perundang

undangan yang berlaku, dcngan tidak me11dapatkan 
imbalan se.cara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran 

rakyat. 
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8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. 

9 . Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pa1iwisata, 

pesanggraha n, 1umah penginapan clan sejenisnya, serta 
1-umah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). 

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. 

11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup 

juga rumah makan, katetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katerii1g. 

12. Pajak Hibtiran adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan. 

13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan dan/atatl keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut bayaran. 

14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu u saha, termasuk penyediaan 

tempal penitipan kendaraan berrnotor. 

15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suat.u kendaraa,1 

yang tidak bersifat sementara. 

16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

dapat dikenakan pajak. 

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hal, dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 

perpajakan daeral1. 

18. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi 

dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang. 

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 

(satu) tahtin kalender, kecuali bila wajib pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 
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20. Pajak yang terutang adalah pajak yang ha.rus dibayar 

pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak 

atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan 

ketentuan pcrnturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

21. Surat Pemheritahuan Pajak Daerah secara elektronik 

yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang 

olch wajib pajak digunakan untuk mclaporkan 

penghitungan tlan/atau pembayaran pajak, obyek 

pajak, dan/a tau bukan obyek pajak untuk jenis pajak 

hotel , pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kctcntuan 

Peraturan Penmdang-Undangan perpajakan daerah 

secara elektronik. 

22. S urat Set.oran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

a tau telah dilakukan dengan cara lain 

melalui tempat pembayaran yang 

Walikota. 

ke Kas Daerah 

ditunjuk oleh 

23. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikot.a 

untuk menerima sctoran pajak daerah. 

24. Monitoring adalah kegiatan merekam data transaks i 

wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah 

yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak 

daerah serta memantau perangkat system i11fom1asi. 

25. Pelaporan adalah ca.ta.tan yang memberikan informasi 

tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya 

disampaikan kepada Sadan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Palangka Raya. 

26. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib 

pajak. 

27. Online adalah sambungan Jangs ung antara s ub sistem 
satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, 

te1i ntegrasi, dan realtime. 

28. Siste1n Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak 

Dacral1 Secara Online yang selanjutnya disebut Sistem 

Online adalah perangkat dan sistem informasi yang 

digunakan untuk merekarn data transaksi wajib pajak 
serta pelaporan dan pembayaran pajak dacrah secara 

online. 
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Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wa likota ini sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan 

Sistem Online khusu::;nya untuk Pajak llotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah : 

a . meningkatkan transparansi pelaporan dan 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara self 

assesment sesuai dengan Peraturan Perundanga n 

Undangan; 

b . memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

melaksanaka n pelaporan dan pembayaran Pajak 

Daerah serta informasi perpajakan Daerah yang 

d iperlukan scsuai d cngan Peraturan Perundang

Undangan; 

c . mempermudah monitoring data transaksi yang 

dilakukan Wa,iib Pajak; dan 

d . meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. 

BAB lT 

S!STEM INFORMASI SECARA ONLINE 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemasangan 

perangka t dan /at_au sistem informasi Pajak Daerah 

elektronik secara online yang dihubungkan dengai1 

perangkal yang digunakan Wajib Pajak. 

(2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. transaction monito1i n g system yang terdiri atas: 

1. printer data. captu.re; dan 

:.d. semer do.ta capture. 

b . Online cashregister. 

(3) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan 

perai1gkat dan / a tau sistem informasi Pajak Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemerintah Daerah berwena n g menentukan Wajib Pajak 

yang akan dipasang perangkat dan / a tau system 

informasi Pajak Daerah secara Online. 
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(5) Ketent1.1an lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang 
ditentukan unt.uk dipasang perangkat dan/atau sistem 

informasi Pajak Daerah secara Online sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala BPPRD. 

Pasal 4 

(1) Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat 

dan/atau sisten1 informasi, Pemerintah Daerah akan 
1nemasangkan perangkat printer data capture atau 

server data capture sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 
3 ayat Huruf a dalam melaksanakan monitoring data 
transaksi Pajak Daerah. 

(2) Wajib Pajak Daerah yang belum memiliki perangkat dan 
sis tern informasi, Pemerintah Daerah akan 

memasangkan perangkat Online System dalam 

melaksanakan monitoring data transaksi pajak daerah. 

(3) Pc1ncrintah Daerah dapat menyelenggarakan 

penyediaan alat perekam transaksi usaha pada objek 
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berupa 
Tapping Device (alat. perekam data transaksi), Cash 
Register Online serta Web Service bekcrjasama dengan 

pihak Pcrbankan sebagai solusi peneri.maan pendapatan 
daerah. 

(4) Wajib Pajak Daerah yang sudah dipasangkan alat 

perekam transaksi 1.1saha wajib menggi..makan alat 

tersebut dalam transaksi dengan pelanggan . 

Pasal 5 
Pemerintah Daerah dapat memasang Sistem Online 

terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat 
dan sistem informasi pada: 

a. pusat siste1n informas i; dan/atau 
b. masing-masi.ng tempat usaha. 

Pasal 6 

( 1) Hasil Si stem Online dijadikan sebagai dasar pelaporan 
dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerinta h 

Daerah melalui aplikasi e-S PTPD. 

(2) Dalam hal hasil Sistem Online tidal< sesuai dengan 
pencatatan Wajib Pajak maka Wajib Pajak wajib 
melakukan koreksi. sampai pada bukti transaksi yang 
dilakukan pada aplikasi e-SPTPD. 
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(3) Koreksi hasil Sistem Online sebagaimana dimaks1.1d 

pada ayat (2) dilakukan sebclum batas waktu 

penyampaian e-SPTPD berakhir. 

BAB lll 
BANK PERSEPS! PF:MBAYARAN 

Pasal7 

(1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Bank 

Persepsi dalam menerima pembayaran Pajak Daerah. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan Kesepakatan Bcrsama antara 

Walikota dengan Bank Persepsi. 

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditindaklanjuti dengan pembuatan Per:ianjian 

Kerjasama yang dilaksanakan scsuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundangan-Undangan. 

BAB!V 
PELAPORAN DAN PEMB/\Y/\RAN 

PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

( 1) Wajib Pajak, wajib melakukan 

pembayaran Pajak Daerah dengan 

BPPRD melalui e-SPTPD. 

pelaporan dan 

Sistem Online ke 

(2) Wajib Pajak melal<ukan pembayaran Pajak Daerah 

melalui Bank Persepsi. 

(3) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuka11 dengan 

cara: 

a. Setoran tunai; 

b . transfer; dan/atau 

c . menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan 

oleh Bank Persepsi. 

(4) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan 

diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dcngan SSPD. 

(5) Wajib Pajak dapat mengunduh bukti pembayaran Pajak 

Daerah sebagain1ana dimaksud pada ayat (4) melalui 

aplikasi e-SPTPD. 
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BABV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 9 

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Sistem 

Online adalah sebagai berikut: 

a . Pemerintah Daera h mempunyai hak: 
1) memperoleh inlonnasi mengenai merk/type, sistem 

informasi data transaksi, jumlah pera11gkat da n 
sistem, serta informasi lain yang terkait dengan 

system data transaksi pembayaran yang dimiliki 
Wajib Pajak; 

2) mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan 

Sistem Online seperti mengirrntal/memasang/ 

menghubungkan Sistem Online di tempat usaha 
Wajib Pajak; dan 

3) mendapatkan penggantian Sistem Online yang rusak 

at.au tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang 
disebabkan karena perbuata n atau kcsalahan Wajib 
Pajak. 

b. Pemerint.ah Daerah mempunyai kewajiban: 
I) memberikan pembebasan dari kcwajiban 

porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda 

masuk/ tiket/karcis; 
2) memasangkan dan meminja.mkan fasi litas Sistem 

Online di tempat u saha Wajib Pajak; dan 

3) memberikan jami.nan kcrahasiaan atas sctiap data 
transaksi usaha Wajib Pajak. 

Pasal 10 
Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam Sistem Online 
sebagai berikut : 

a. Wajib Pajal< mempunyai hak: 
1) memperoleh pengecualian dari 

forporas i/legalisasi bill pembayaran, 

masttk/ tiket/ karcis; 

kewajiban 

harta tanda 

2) memperoleh hasil perekaman data t ransaksi usaha 
dan informasi terkait perpajaka n Daerah; 

3) mendapat jaminan kerahasiaan atas set iap data 

transaksi usaha; dan 
4) menerima paket data inte,·nct dalam rangka 

pelaksanaan Sistem Online yang d ilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah. 
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b . Wajib Pajak n1empunyai kewajiban : 

1) memberikan informasi menge11ai merk/type, sistem 

informasi data transaksi, jumlah perangkat dan 

sistem, serla inforrmtsi lain yang terkait dengan 

system data transaksi pembayaran yang dimiliki 

Wajib Pajak; 

2) memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan Sistem Online seperti 

men gin stal/ mcmasang/ menghu bungkan Sistem 

Online di tempat usaha Wajib Pajak; 

3) menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Online 

yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; 

4) menyimpan bukti transaksi usaha berupa bill 

pembayaran, harga t.anda masuk/tiket/karcis untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun; dan 

5) melaporkan kepada BPPRD dalain jangka waktu 

paling lama l x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

apabila Sistem Online mengalami kerusakan clan 

jika kerusakan bertepatan de11gan hari libur, maka 

pelapora n dilakukan pada hari kerja pertama 

berikutnya. 

BAB VI 
PENGGUNAAN PERANGKAT SISTEM ONLINE 

Pasal 11 

( 1) Dalam ha! 

Pemerintah 

berikut: 

penggunaan perangkat Sistem Online 

Daerah melakukan kegiat.an sebagai 

a . penambahan; 

b. pengurangaii; 

c. pcnghentian; 

d . pencabutan; 

e. perubahan; dan/atau 

f. pemindahan. 

(2) Kegiatan penggunaan perangkat Sistem Online 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan oleh PemeTintah Dacrah. 
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Pasal 12 
(1) W~jib Pajak yang telah dipasang Sistem Online dapat 

mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

melalui Kepala BPPRD untuk menambah dan/atau 

mengurangi Sistem Online. 

(2) Permohonan sebagain1ana din1aksud pada aya t (1) 

diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum penambahan dan/atau pcngurangan Sistem 
Online dioperasikan oleh Wajib Pajak. 

(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat 

memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan 

dan verifikasi. 

Pasal 13 
(1) Wajib Pajak y~mg telah dipasang Sistem Online, dapat 

mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

melalui l<epala BPPRD untuk menghentikan dan 
mencabut Sistem Online apabila usaha Wajib Pajak 

akan tutup untuk selamanya dan dilampirkan s urat 

pernyataan . 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1) 

diajukan sec.ara tertulis paling lambnt 1 (satu) bulan 

sebelum penghentian dan pencabutan Sistem Online. 

(3) Berdasarkan pcrmoho1,an Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). Pemerintah Daerah dapat 

memberikan perset1.tjuan sctclah dilakukan peninjauan 

dan verifikasi. 

Pasal 14 

( I) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem Online, dapat 

mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah 

melalui Kepala BPPRD untuk melakukan perubahan 

dan pcmindahan sistem informasi data transaksi yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diajukan secara tertulis paling lambal l(satu) bulan 

sebelum perubahan dan/atau pemindahan sistem 
informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. 

(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat 

memberikan persetujuan setelah dilak'l.lkan peninjauan 

dan verifikasi. 
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BAB VII 
LARANGAN 

Pasal 15 
(1) Wajib Pajak dilarang: 

a. 1nenghapus, merusak, atau membuat tidal< 

be1·fungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau 

seluruh Sistem Online yang telah terpasang; 

b. menggunakan sistem informasi selain yang telah 

ditetapkan alau disetujui oleh Pemerintah Daerah; 

dan/atau 

c. mengalihkan Sistem Online kepada pihak Jain. 

(2) Wajib Pajak yang melanggar larangan !'\ehagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa: 

a. peri11gatan secara tertulis; 

b. mengganti Sistem On.line yang rusak atau tidak 

berfungs i yang disebabkan karena perbuatan atau 

kesalahan Wajib Pajak; 

c . mengganti sistem informasi dengan Sistem Online 

yang telah ditetapkan atau disctujui oleh Peroerintah 

Daerah; 

d . mengembalikan Sistem Online yang dia.lihkan 

kepada pihak lain kepada Pemerintah Daerah; 

dan/atau 

e . d iusulkan untuk ditinjai.t kembali izin usaha Wajib 

Pajak kepada Organisasi Perangkat Daerah yang 

menangani perizinan dan tindakan secara hukum 

BAB VIII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 16 

BPPRD melakukan pemantauan atas penggunaan 

perangkat da n penerapan Sistem Online. 

Pasal 17 

BPPRD melaksanakan evaluasi secara berkala untuk 

menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem Online. 
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BAB IX 
KE1'EN1'UAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangl<.an. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal ; ,e i :c•): 1 

WALlK07.::;z;;A RAYA, 

FAIRID NAPARIN 

Di undangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 5 1·e' r21 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

~HAYU 

BER11'A DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR ·1 

' . 
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